GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5/ TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah dengan menetapkan Indikator
Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajb
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Provinsi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

S. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Nomor 007);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2024-2026.
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU
Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
selanjutnya disebut RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

8. Kinerja ...



8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan;

9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai alat ukur
kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.

b.

(1)
(2)

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernurini.

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan sebagai dasar
untuk:

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja PD ;

c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

(1)

(2)

Pasal 6
Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
Sekretaris Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan kinerja PD.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 7 ...



Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal § &WMV; 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ao

AYODHIA G. L. KALAKE
Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAAA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

[ PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI

] PENGUNDANGAN PENETAPAN ,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ﬂe SEKRETARIS DAERAH 3
KESRA =
Plt. KEPALA BIRO HUKUM ks R e SO I
PERANCANG PERATURAN Plt. KEPALA BIRO HUKUM _'_\5”
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI ,A,
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA SUMBER FORMULA
TUJUAN SASARAN UTAMA DATA PD PENANGGUNG JAWAB DEFINISI OPERASION AL PERHITUNGAN
1 2 3 g s 6 7
1. Mewujudkan
masyarakat yang
mandiri, makmur,
sejahtera dan
berkeadilan sosial
1. Meningkatnya produksi dan | Pertumbuhan PDRB (%) BPS/ BI Perangkat Daerah yang | Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan tingkat PDRB (t+1)- PDRB(t)/ PDRB(t) x
produktifitas serta pengolahan membidangi urusan: | perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk 100%
produk untuk meningkatkan Pertanian; Pangan; | masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun
nilai tambah Perikanan dan kelautan; | sebelumnya. Deita perubahan Jumiah nilai tambah | Dimana:
Energi dan Sumber Daya | yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam | t+1 = tahun pengamatan PDRB;
Mineral; Koperasi, Usaha | daerah NTT pada tahun ini dengan tahun | t = tahun pengamatan PDRB
Kecil dan Menengah; Tenaga | sebelumnya. sebelumnya
Kerja; Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; Perindustrian;
Perdagangan; Penanaman
Modal; Lingkungan Hidup;
statistic
2. Meningkatnya anan | Kontribusi pariwisata pada BPS Perangkat  Daerah Konstribusi Sektor Pariwisata yang mencakup Data o .
pariwisata 2 men}:ie:kung PDRB(%) o memt;)gil;angi e Wisatawan, Hotel dan akomodasi lainnya . Jumlah Kontribusi PDRB dari
perekonomian Pariwisata; Perhubungan; sektor pariwisata / Jumlah PDRB x
penanaman modal;
perindustrian;perdagangan 100%%
Nilai Tambah Ekonomi BPS Perangkat Daerah  yang | Nilai tambah Ekonomi Kreatif adalah perwujudan | BPS menghitung melalui tiga
Kreatif (Rp. Juta) membidangi urusan: | nilai tambah dari kekayaan intelektual yang | pendekatan yaitu: pendekatan
Pariwisata; Perhubungan; | bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis | produksi (Production Approach),
penanaman modal; | warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau pendekatan pendapatan (Income
perindustrian;perdagangan teknologi. 4 Approach), dan pendekatan
pengeluaran {Expenditure
Approach)

-f_,a'k_
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3. Meningkatnya investasi dan
neraca perdagangan

Realisasi Nilai investasi
(Rp. Trilyun)

BPS

Daerah  yang
membidangi urusan:
penanaman modal;

perindustrian; perdagangan

Perangkat

Realisasi Investasi terdiri atas PMA
(Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman
Modal Dalam Negeri).

Peningkatan Realisasi Investasi /
target peningkatan investasi x
100%

Neraca perdagangan (Rp
Triliun)

BPS

Daerah  yang
membidangi urusan:
penanaman modal;
perindustrian; perdagangan

Perangkat

Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai
ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu
periode tertentu.

Neraca perdagangan = ekspor -
impor

4. Terciptanya lapangan kerja
dan meningkatnya
kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (%)

BPS

Perangkat Daerah yang
membidangi Urusan: Tenaga
Kerja; Transmigrasi
Pertanian Pangan;
Kepemudaan dan Olahraga;
Perdagangan; Perindustrian;
Energi dan Sumberdaya
Mineral; Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;
Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang;
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; Sosial;
Perindustrian; Perdagangan;
Lingkungan Hidup

Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah
angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari
pekerjaan.

Jumlah penganggur terbuka usia
angkatan kerja/ Jumlah
penduduk angkatan kerja x100%

S. Meningkatkannya daya beli
masyarakat

Pengeluaran per kapita (Rp
000)

BPS

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya
yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota
rumah tangga selama sebulan baik yang berasal
dari pembelian, pemberian maupun produksi
sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah
tangga dalam rumah tangga.

Total Pengeluaran RT/ Jumlah RT
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. TUJUAN SASARAN UTAMA DATA PD PENANGGUNG JAWAB DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN
1 2 3 4 5 (] 7
Inflasi (24 BPS/ BI Perangkat Daerah yang | Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa
membidangi urusan: | secara umum dimana barang dan jasa tersebut
Pertanian; Pangan; | merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau [{(1 +Mnf1)(l+ Mﬂfz)(“’ Mﬂ[t)}ml'l
Perikanan dan kelautan; | turunnya daya jual mata uang suatu negara.
Energi dan Sumber Daya dimana:
Mineral; Koperasi, Usaha Alnf : Perubahan Inflasi dari Nilai
Kecil dan Menengah; Tenaga tahun sebelumnya
Kerja ; Pekerjaan Umum dan t : adalah periode
Penataan Ruang; pengamatan perubahan
Pemberdayaan Masyarakat nilai inflasi.
dan Desa; Perindustrian;
Perdagangan; Penanaman Sedangkan Alnf dihitung dengan
Modal; Lingkungan Hidup; rumus sebagai berikut :
Statistik
Alnr='"f‘"‘|"f"'"f“"’ X 100%
........ '_‘(_n-:_ A T ] tahun
n
Inf{n+l) = Nilai Inflasi pada tahun
berikutnya
n =Tahun ....
6. Menurunnya Persentase penduduk di Perangkat Daerah  yang | Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per | (100 - angka kemiskinan)
kemiskinan masyarakat bawah garis kemiskinan BPS membidangi urusan: | kapita per bulan dibwah garis kemiskinan dan GK
(%) Pertanian; Pangan; | mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum
Perikanan dan kelautan; | yang diperlukan seseorang untuk memenuhi
__E“M—"'J - —M‘ h.gan -fli'lddfllfﬁ lﬂhﬂ!ﬂ ﬂﬂbﬂ!ﬂl:, I:Hlkl —
— = —— 3 = Mineral; Koperasi, Usaha | kebutuhan makanan maupun non makanan.
Kecil dan Menengah; Tenaga
Kerja; Transmigrasi
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; Perindustrian;
Perdagangan; Penanaman
Modal; Lingkungan Hidup;
statistik.
7. Menurunkan ketimpangan Indeks Gini (Poin) BPS/BI Perangkat Daerah  yang | Indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan

pendapatan antar kelompok
masyarakat

membidangi urusan: Sosial;
Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan
Masyarakat; Pendidikan;
Kesehatan; Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah; Tenaga
Kerja; Transmigrasi.

pengeluaran secara menyeluruh.

k

G=1- IJ,(Q;‘*‘Q,...,}

i=1

dimana :

Pi= Persentase Rumahtangga atau
penduduk pada kelas ke -i

Qi : Persentase kumulatif total
pendapatan atau pengeluaran
sampai kelas ke -i

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0
dan 1, Jika

G<0,3 = ketimpangan
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TUJUAN SASARAN UTAMA DATA PD PENANGGUNG JAWAB PERHITUNGAN
1 2 3 4 5 6 7
rendah
0,3sG<0,5 = ketimpangan
sedang
G>05 = ketimpangan
tinggi
Meningkatnya Kontribusi Ratio PAD terhadap Bapenda; Perangkat Daerah  yang | Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang | PAD/ Total Pendapatan Daerah x
PAD terhadap Pendapatan Pendapatan Badan membidangi urusan: | berasal dan sufnber.-sumber pendapatan daerah | 100%
daerah Daerah (%) Keuangan Penanaman Modal; Kelautan | Y208 teedivl datl pajak daerah, retr*bugn daerah,
; T bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas
Daerah dan Perikanan; Pariwisata; | 5., penerimaan lain-lain.
Pertanian; Kehutanan,
Energi dan Sumberdaya
Mineral; Penanaman Modal;
Perdagangan; Perindustrian;
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; Statistik
Terjaminnya kesetaraan Indeks Pembangunan BPS/ Perangkat Daerah yang | Merupakan rasio antara IPM Perempuan dan IPM | Metodologi penghitungan IPG
gender dan perlindungan Gender (Poin) Badan: membidangi urusan: | Laki-laki. mengacu pada metodologi baru
anak, Disabilitas dan Pemberdaya | Pemberdayaan  Perempuan yang digunakan dalam UNDP
inklusi sosial dan Perlindungan anak; tahgn 2010:
an . 1 1Dimensi : Umur sehat dan
Perempuan Sosial Panjang, Indikator : Angka
dan Harapan Hidup saat lahir (e0),
; laki-laki dan perempuan.
Pt 2.Dimensi Pengp:tahuin, Indikator
nanak . Harapan lama sekolah (EYS)

laki-laki dan perempuan, Rata-
rata lama sekolah (MYS), laki-
laki dan perempuan

3.Dimensi: kehidupan yang layak,
indikator : Perkiraan pendapatan
laki-laki dan perempuan.

Karena rumus IPG mirip dengan
Rumus penghitungan IPM, maka
IPG dihitung dengan
membandingkan IPM laki-laki
dengan IPM perempuan

IPG= IPM Perempuan/IPM laki-
laki
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’ TUJUAN SASARAN UTAMA DATA PD PENANGGUNG JAWAB DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN
1 2 3 4 5 6 7
10. Terwujudnya Ketahanan dan | Skor Pola Pangan Harapan | BPS/Dinas Perangkat Daerah  yang | Nilai yang diperoleh dari perkalian persentase angka = R
Kedaulatan Pangan (SPPH) {Poin} PErtamian membidangi urusan: | Kecukupan energi setiap golongan bahan pangan PPH = % Angka Kecukupan Gizi
; dengan bobotnya. Semakin tinggi skor PPH ; :
P ng y: 281 » %
i Rasinian, Potymnien konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi PAIRG] & bobsl? waning-ainsing
Pangan seimbang. kelompok pangan
2. Meningkatkan 1. Meningkatnya akses Indeks Pembangunan BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human
Imalites SDM yang fean .k:::tg:rgDM KIT yang | Memueia (Y fRoim] Development Index (HDJ merupakan sebuah | IPM = 1/3 [X(1) + X(2)+ X(3)]
berdaya saing tinggt ayRLEaIng . ; : ; ;
intrumen yang dikembangkan oleh United Nations | Dimana:
Development Program (UNDP) untuk memotret | X(1): Indeks harapan hidup
kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) | X(2) : Indeks pendidikan =
dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat 2/3(indeks melek huruf) +
(kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar 1/3(indeks rata- rata lama sekolah)
Hidup Layak (ekonomi). X(g) : Indeks standar hidup layak
Indeks X(ij= X(j} - X(ijmin /
[X(i)maks - X(i)min| Dimana:
1. X(1) :Indikator ke-i(i=1, 2, 3)
2. X{(2) : Nilai maksimum sekolah
X(i) B
3. X(3} : Nilai minimum sekolah
Xg) &
Nilai Maksimum dan Minimum
Komponen IPM
Indikator rKompanen| Nkt | Mal |
T ey hakninim Muom | STt
Angka Melek Hurul | 100 0 x:f'u::l‘:::‘
Ratarata lama | 4 "Be aum stand
sekodah ] § bl (UNDIY
UNDP
o domniian | 732 7204 | 3000 |
199 il yu
disesuimkan
Rata-rata Lama Sekolah Dinas Perangkat Daerah  yang | Ratarata Larn.a. Sekolah (RLS-)/ Mean Years School
(tahun) Pendidil membidangi urusan g\{IYS)akdideﬁ mlsican set(;agdaxk jurgﬁh tahun yang = 1 n
fdilenun ‘ : igunakan ole pendudul am menjalani = %N T,
dan Pendidikan; Pe.rpustakaan, pendidikan formal n s,
Kebudayaan Kebudayaan; Sosial =il
RLS = Rata-rata lama sekolah
penduduk usia 25 tahun keatas
Xi = Lama sekolah penduduk ke-i
yang berusia 25 tahun
N = Jumlah penduduk usia 25




TUJUAN SASARAN T e~ 2 PD PENANGGUNG JAWAB DEFINISI OPERASIONAL ""u""“‘mm“"‘é‘“
1 2 3 4 5 6 7
tahun ke atas
Harapan Lama Sekolah Dinas Perangkat Daerah  yang | Harapan Lama Sekolah (HLS) didefi nisikan sebagai
{tahun) Pendidikan membidangi urusan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan n ¢
P Pendidikan; Perpustakaan; akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di | K Lb‘:. = FK x Z F:
Kebudayaan | Kebudayaan; Sosial G, mscdaang fa
HLS‘G = Harapan Lama Sekolah
pada umur a di tahun t
FK = Faktor Koreksi Pesantren
= Jumlah penduduk usia i
~3~¢~ bersekolah pada tahun t
i =Usiaf(a,a+1, .., n)
2. Meningkatnya akses dan Usia Harapan Hidup Dinas Perangkat Daerah  yang | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk | Idealnya Angka Harapan Hidup
kualitas pelayanan (tahun) Kesehatan membidangi urusan: | dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas | (AHH) dihitung berdasarkan Angka

Kesehatan

Kesehatan; Sosial

menurut umur

Kematian Menurut Umur (Age
Spesific Death Rate/ASDR) yang
datanya diperoleh dari catatan

registrasi kematian secara
bertahun-tahun sehingga
dimungkinkan dibuat tabel
kematian.

Tetapi karena sistem registrasi
penduduk di Indonesia belum

berjalan dengan baik maka untuk
menghitung Umur Harapan Hidup
digunakan cara tidak langsung
dengan program Mortpak Lite.
Metode ini mengharuskan
ketersediaan data jumlah rata-rata
anak lahir hidup dan rata-rata
anak yang masih hidup.




ANMADA LUK DANIRUA DUMDLIC AV, 1. RFIVT. Y
TUJUAN SASARAN UTAMA DATA PD PENANGGUNG JAWAB DEFINISI OPERASION AL PERHITUNGAN
1 2 3 4 s 6 7
Prevelensi Stunting (%) Dinas Perangkat Daerah  yang
Kesehatan; membidangi urusan: | Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi
Dinas Sosial | Kesehatan; Pendidikan, | berdasarkan Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Stusing Jumiah Balita Pendek
ic;slalil;anpardu;:n, Pl:ertamanz memiliki Z-score kurang dari -2SD Jumiah Balita yang diukurl: %’-‘lgba m
Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang;
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; Statistik
Mewujudkan 1. Memperkuat infrastruktus Persentase Panjang Jalan Dinas PUPR | Perangkat Daerah yang | Jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi Y panjang Jalan Provinsi kondisi
pembangunan untuk mendukung ) Provix"xgi dalam dalam membidangi urusan: | baik dan sedang baik dan sedang (Km) / ¥ Panjang
infrastruktur yang pengemban(;g:n ekonomi dan | Kondisi Mantap (%) Pekerjaan tmam Aoy Jalan Provinsi (Km) % 100%
berkelanjutan pelayanan dasax Penataan Ruang;
dengan Perhubungan; Lingkungan
memperhatikan Hidup; Energi dan
aspek lingkungan Sumberdaya mineral;
hidup, ketentraman, ketertiban
kewilayahan dan Umum, dan perlindungan
mitigasi bencana Masyarakat
Rasio Elektrifikasi (%) Dinas Perangkat Daerah  yang | Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah | jumlah RT yang memiliki akses
ESDM membidangi urusan: Energi | Pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrk | o\ imrasi / Jumlah seluruh RT
dan Sumberdaya mineral, PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah :
h ’ | tangga total X 100%
Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang;
Perhubungan; Lingkungan
hidup; Kehutanan,;
ketentraman, ketertiban
Umum, dan
perlindungan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas tata Indeks Kualitas ina Perangkat  Daerah Nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan | IKLH Provinsi = (0.340xIKA}+
o dan Hnglungan hidup | Lingkungan Hidup Poin) | porseanan | membadangi - aeasan - | hidup di wilayah provinsi NIT pada waktu tertentu (0006 X TKaL 1 o3% L
Daerah e Lingl Hidup; Nlla.llKomposxt dari Indeks Kuahtas.Au‘ (IKA), Indeks %
: Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), . -
Lingkungan | ketentraman, ketertiban | ;. 1;qex Kualitas Air Laut (IKAL). Menghitung Rata-rata masing -
Hidup Umum, dan Perlindungan masing komponen Indeks semua
Masyarakat, Pekerjaan Kabupaten/ Kota serta melakukan
Umum dan penatasn raang; penjumlahan dari rata-rata semua
Pertubungan komponen Indeks
Kabupaten/Kotayang dikalikan
dengan masimz-masi';ﬂ bobot.
3. Meningkatnya ketangguhan | Indeks Resiko Bencana Badan Perangkat Daerah  yang zg‘g;iage &‘{;ﬁ:sm?}%h(’t‘%i? l?g?rl:pf:;nuglyaanng(renfg{rg Skor Indeks Restko Bencana
bencana daerah dan (Poin) Penanggula | membidangi urusan bentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan
Adaptasi terhadap ngan ketentraman, ketertiban | kapasitas Vulnerability
Perubahan Iklim Boncanal Umum, dan Perlindungan Risk = Hazard y ————
Daerah Masyarakat, Sosial Capaciry

Risk = Resiko

Hazard = Bahaya
Vulnerability = Kerentanan
Capacity = Kapasitas
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4. Mewujudkan Meningkatnya kualitas Indeks Reformasi Birokrasi | Biro Seluruh Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Daerah mengambarkan | Hasil Evaluai Kemen PAN RB
Birokrasi yang tatakelola penyelenggaraan Pemerintah (Poin) Organisasi Provinsi NTT sejauh  mana  instansi  pemerintah  daerah | terhadap upaya Reformasi
Beionientas pemerintahan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan | Birokrasi.
; ; ey yang bertujuan pada pemerintahan yang eficktif dan
pelayanan, Berorientasi pelayanan, 5 ; 2 s
efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan | pajam melakukan penilaian
Akuntabel, Akuntabel, Kompeten, pubhk yang berkualitas. ) PEl " 4
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan terdapat tiga variabel yaitu: (i)
Harmonis, Loyal, Kolaboratif komponen, (iij sub-komponen, dan
Adaptifdan (iif) indikator.
Kolaboratif
Opini BPK (Opini) BPPKAD Seluruh Perangkat Daerah | Opini BPK {Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan | Penilaian opini yang dikeluarkan
Provinsi NTT pernyataan  profesional  pemeriksa mengenai | oleh BPK terhadap laporan
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam | keuangan Pemerintah yang
laporan keuangan. didasarkan pada beberapa pada
kriteria yaitu:
1. Kesesuaian dengan  standar
akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan;
4, Efiektivitas sistem pengendalian
intern.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Seluruh Perangkat Daerah | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang | penilaian Kemen PAN RB terhadap
(Predikat) PR Provinsi NTT selanjutnya disingkat AKIP adalah
Crganisas] pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Al
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Indeks Sistem Biro Seluruh Perangkat Daerah SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang | Penilaian Kemen PAN RB terhadap
PemeBntahianiBerbusii Organisasi | Provinsi NTT memanfaaatkan‘ teknologi mfomi dan komgnﬂcasi SPBE pada fink
; untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE -
Elektronik (SPBE) (Skor) https:/ /tauval.spbe.go.id
Tingkat Keterbukaan Dinas Seluruh Perangkat Daerah Ke;lergukaan fInformasi Publil; ;dajﬂﬁz ket:;rbuka‘an Penilainn, oleli Komiai Tafotmas]
: H4 (o Informasi Provinsi NTT terhadap informasi ya: ihasilkan, disimpan,
Informaat Publik (%] dan dikelola dikirim, danfata diterima oleh suaty | Pusat Dengan menggunakan 4
Komunikasi badan public yang berkaitan dengan penyelenggara | (empat) indikator penilaian yang

dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya

terdiri atas:

4. mengumumkan
Publik;

5. menyediakan Informasi Publik;

6. Pelayanan Permohonan
Informasi Publik; dan

Informasi dan

Informasi

7. Pengelolaan
Dokumentasi Informasi Publik.
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Indeks Kepuasan Biro Seluruh Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Penilaian Kemen PAN RB
Organisasi Provinsi NTT

Masyarakat (Poin)

pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) berupa angka. Angka ditetapkan
dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

IKM = Total dari Nilai Persepsi per
Unsur / Total unsur yang terisi x
Nilai

Penimbang

Dimana:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang =
Jumlah Bobot/Jumlah Undur
1/14 x 0,071

Untuk memudahkan interpretasi
terhadap penilaian KM yaitu
antara  25-100 maka hasil
penilaian tersebut di atas
dikonversikan dengan nilai dasar
25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

U [ s N | Ko Ut
Puszps | fnterval | Inteval | Blacacan. | Belagatasn
B K
KM

1 06 LIS 1540 T
1 176 2500 400,70 €150 G Nicang ha
T [2Aeaels | b [

1 TEAN]| 0 K W, A (Sl




Indeks Demokrasi
Indonesia (ID]) (Poin)

KPUD,BPS | Perangkat Daerah | IDI adalah indikator

yang membidangi | menunjukkan tingkat
urusan kesatuan | demokrasi di Indonesia.
bangsa dan politik,

BPS

komposit yang

perkembangan

Tingkat capaiannya di ukur oleh BPS
berdasarkan 3 f{tiga) aspek, 11 (sebelas)
variabel dan 28 (dua puluh delapan)
indikator.

3 (tiga) aspek demokrasi yaitu
Kebebasan Sipil (Civil Liberty); Hak-Hak
Politik (Political Right); dan Lembaga-
Lembaga Demokrasi (Institution of
Democracy).

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
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Sekretaris Daerah
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